ANALISIS KRITIS PERILAKU KORUPSI, KRISIS KETELADANAN, DEGRADASI TATA
KELOLA, DAN KEGAGALAN ETIKA : STUDI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PARA
MENTERI

A. Pendahuluan

Sebagai sebuah negara yang bertekad memberantas korupsi, Indonesia masih harus
menempuh jalan terjal dan berbatu. Pasalnya, tidak sedikit pejabat negara yang
tersangkut kasus korupsi. Kasus korupsi juga terjadi menimpa deretan para menteri, baik
pada periode pertama maupun periode kedua pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden
Joko Widodo (Jokowi). Tercatat pernah terdapat hingga enam menteri yang terjerat
korupsi. Realitas sosial ini menunjukkan bahwa praktik kekuasaan yang korup masih
menjadi persoalan tersendiri yang belum terselesaikan secara tuntas dalam sistem
demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia, yang ironisnya terus melanda
kalangan aparatur pemerintah dan elit politik.

Pemerintahan sejatinya bertujuan untuk memelihara kedamaian, mewujudkan
kebahagiaan bersama, dan mengambil keputusan yang memengaruhi hajat hidup
masyarakat tanpa merugikan pihak mana pun secara ilegal. Para pejabat tinggi negara,
seperti menteri, memikul tanggung jawab besar sebagai teladan publik yang seharusnya
berorientasi pada kepentingan rakyat. Namun, masifnya fenomena korupsi di tingkat
kementerian ini mencerminkan terlalu mengakarnya budaya birokratis yang
disfungsional, di mana pejabat yang seharusnya memberikan pelayanan terbaik justru
memanfaatkan legalitas hukum dan wewenangnya untuk berorientasi pada kepentingan
diri sendiri dan kelompoknya, bukan pada publik.

Tindakan koruptif oleh para menteri ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi
juga merusak fondasi etika dan moralitas penyelenggara negara. Tindakan koruptif
tersebut memicu krisis keteladanan yang berdampak pada menurunnya kredibilitas,
etos, dan kapabilitas aktor pemerintah di mata publik hingga berada pada titik yang
mengkhawatirkan. Ketika penyelenggara negara gagal menjaga integritasnya, tujuan
utama dari komunikasi pemerintahan yang ideal yakni menjembatani berjalannya fungsi-
fungsi pemerintahan dengan kepentingan masyarakat menjadi gagal terwujud secara
efektif. Oleh karena itu, fenomena tindak pidana korupsi oleh para menteri ini
membutuhkan evaluasi dan analisis kritis yang mendalam, terutama jika ditinjau dari
krisis etika dan moralitas yang menyelimuti sistem birokrasi saat ini.
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B. Fokus Makalah

Sebagai sebuah negara yang bertekad memberantas korupsi, Indonesia pada
kenyataannya masih harus menempuh jalan terjal. Pasalnya, tidak sedikit pejabat
negara yang justru tersangkut kasus korupsi. Kasus tindak pidana ini bahkan menimpa
deretan menteri, baik pada periode pertama maupun periode kedua pemerintahan yang
dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Tercatat, terdapat enam mantan menteri yang
terjerat kasus korupsi, yaitu: Idrus Marham (Mantan Mensos; kasus suap proyek PLTU),
Imam Nahrawi (Mantan Menpora; kasus dana hibah KONI), Edhy Prabowo (Mantan
Menteri Kelautan dan Perikanan; kasus suap izin benih lobster), Juliari Batubara (Mantan
Mensos; kasus korupsi dana bansos Covid-19), Johnny G. Plate (Mantan Menkominfo;
kasus korupsi BTS 4G), serta Syahrul Yasin Limpo (Mantan Mentan; kasus gratifikasi dan
jual beli jabatan yang turut menyeret instansi pengawas).

Berdasarkan realitas artikel pemberitaan di atas, fokus dari makalah ini adalah
memberikan tanggapan serta analisis kritis terkait perilaku koruptif para mantan menteri
tersebut ditinjau dari perspektif etika dan moralitas aparatur pemerintahan. Makalah ini
akan membedah fenomena tersebut tidak hanya sebagai bentuk kegagalan moral
individu, melainkan sebagai indikasi masalah sistemik dan budaya patronase yang
mengakar di dalam birokrasi. Melalui lensa etika pemerintahan, makalah ini akan
menganalisis bagaimana kekuasaan diskresioner yang tidak terkendali, konflik
kepentingan, serta mekanisme pelepasan moral (moral disengagement) telah membuat
para penyelenggara negara ini mengabaikan nilai-nilai keutamaan (virtues) dan
merasionalisasi kejahatan yang mengkhianati amanat pelayanan publik.

C. Pembahasan

Kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara sekelas menteri memerlukan
pembedahan yang komprehensif. Analisis tidak cukup hanya dilakukan dari kacamata
hukum positif, tetapi harus menyentuh akar filosofis mengenai etika, moralitas, dan
budaya kerja aparatur. Berikut adalah penjabarannya:

D.1 Krisis Keteladanan

Menanggapi artikel mengenai enam menteri yang terjerat korupsi, fenomena ini
merupakan sebuah realitas yang sangat memprihatinkan. Seorang menteri
seharusnya menjadi representasi puncak dari keteladanan kepemimpinan
pemerintahan, di mana setiap tindakannya menuntut pikiran yang jernih, cerdas,
dan bertanggung jawab demi keberhasilan pelayanan masyarakat. Praktik korupsi di
tingkat kementerian secara gamblang mencerminkan degradasi tata kelola
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pemerintahan tingkat tinggi dan merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan
(abuse of power) yang secara langsung merusak sendi-sendi institusi negara.

Kegagalan para menteri ini dalam menjaga integritasnya mengindikasikan
kebenaran filosofis bahwa kemajuan jabatan, kekuasaan, atau bahkan pengetahuan
yang tidak diimbangi dengan hukum moral dan etika sering kali hanya mengarahkan
manusia pada keburukan. Budaya birokratis yang disfungsional ini pada akhirnya
menumbuhkan arogansi aparat yang merasa bahwa jabatan memberi mereka
keistimewaan untuk berorientasi pada kepentingan pribadi. Konsekuensi logis dari
krisis keteladanan ini adalah runtuhnya kepercayaan publik, di mana kredibilitas,
etos, dan kapabilitas aktor pemerintah jatuh hingga menyentuh titik yang paling
rendah.

D.2 Analisis Perspektif Etika Pemerintahan

Etika pemerintahan pada hakikatnya berkenaan dengan prinsip-prinsip moral
tentang hal yang baik dan buruk dari suatu tindakan manusia, khususnya mereka
yang memegang kewenangan (aparatur) dalam kehidupan dan penyelenggaraan
negara. Jika ditinjau dari perspektif etika deontologis, korupsi yang melibatkan para
menteri ini merupakan pelanggaran sistematis terhadap kewajiban dan tugas moral
mereka sebagai abdi negara. Namun, dalam praktiknya, para pejabat tinggi sering
kali terjerumus ke dalam relativisme etika, di mana mereka menilai tindakan koruptif
berdasarkan situasi, tekanan koalisi politik, atau kepentingan loyalitas kelompok,
dan bukan lagi berpegang teguh pada prinsip kebenaran yang universal.

Kondisi ini semakin diperparah oleh adanya kekuasaan diskresioner yang tidak
terkendali serta konflik kepentingan yang telanjur melekat dalam sistem birokrasi
pemerintahan. Perilaku koruptif para elit politik ini sangat bertentangan dengan
esensi dasar etika kepemimpinan yang ideal, yang mewajibkan setiap aparatur
untuk menumbuhkan kebiasaan bersikap adil (habit of justice), dengan senantiasa
menampilkan fakta secara terbuka dan dilarang keras menyelewengkan wewenang
demi keuntungan sepihak.

D.3 Analisis Perspektif Moralitas

Kebaikan hidup manusia dan moralitas penyelenggara negara sejatinya dibangun di
atas empat unsur keutamaan pokok: kebijaksanaan (prudence), keadilan (justice),
kekuatan moral (fortitude), dan pengendalian diri (temperance). Sayangnya, realitas
menunjukkan bahwa kekuasaan atau posisi yang tidak diimbangi dengan hukum
moral yang ketat sering kali mengarahkan pejabat pada keburukan dan kejatuhan
etika.
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Kegagalan moral tajam dari keenam mantan menteri tersebut dapat dijelaskan lebih
jauh melalui mekanisme psikologis dan sosial yang disebut sebagai pelepasan
moral (moral disengagement). Melalui mekanisme pertahanan ini, para pejabat
merasionalisasi tindak kejahatan korupsi mereka dengan menyangkal tanggung
jawab pribadi, dan justru membenarkannya sebagai akibat dari sistem yang sudah
rusak atau tuntutan kompromi bagi jaringan patronase politiknya. Kuatnya ikatan
kolektivisme yang negatif serta institusionalisasi budaya korupsi membuat rasa
bersalah dari pelaku menjadi hilang. Akibatnya, pelanggaran hukum dinormalisasi
dan dianggap sebagai kelumrahan operasional demi mempertahankan kekuasaan
atau kepentingan golongannya.

D.4 Implikasi dan Solusi Berbasis Etika

Fenomena korupsi di tingkat kementerian walau tidak dimaksudkan untuk
menggeneralisir bahwa yang korupsi hanyalah di tingkat Kementerian memberikan
implikasi yang sangat destruktif; tidak hanya merugikan negara secara ekonomi,
melainkan juga merusak kualitas tata kelola pemerintahan, memperlemah fondasi
demokrasi, dan menurunkan tingkat kepercayaan publik secara drastis. Jika krisis
keteladanan ini dibiarkan, mekanisme pelepasan moral (moral disengagement) dan
relativisme etika yang dianut oleh pejabat tinggi akan semakin mengakar dan
menormalisasi kejahatan di dalam sistem birokrasi.

Oleh karena itu, penyelesaian kasus ini menuntut solusi berbasis etika yang
komprehensif, meliputi:

1. Transformasi Budaya dan Etika Kebajikan (Virtue Ethics): Aparatur
pemerintahan tidak cukup hanya dikendalikan oleh hukum positif, melainkan
harus dididik untuk menginternalisasi empat unsur keutamaan moral pokok,
yaitu kebijaksanaan (prudence), keadilan (justice), kekuatan moral
(fortitude), dan pengendalian diri (temperance). Kebaikan moral yang
bertumpu pada karakter ini akan membentengi pejabat dari godaan
penyalahgunaan kekuasaan.

2. Penanaman Kebiasaan Etis dalam Komunikasi Pemerintahan: Pejabat negara
sebagai komunikator publik wajib menumbuhkan habit search (kebiasaan
meneliti fakta secara cermat) dan habit of justice (kebiasaan bersikap adil).
Dengan demikian penanaman kebiasaan etis dalam komunikasi
pemerintahan ini mengimplikasikan bahwa pejabat harus selalu
menampilkan fakta secara terbuka dan sama sekali tidak diperbolehkan
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menyembunyikan kebenaran atau menyelewengkan wewenang demi
melindungi kepentingan jaringan patronase politiknya.

3. Reformasi Institusional dan Pembatasan Diskresi: Perbaikan etika individu
harus berjalan beriringan dengan reformasi sistemik. Pemerintah perlu
memperketat pembatasan terhadap kekuasaan diskresioner yang tidak
terkendali, meminimalisasi konflik kepentingan, serta menjamin bahwa
lembaga pengawasan anti-korupsi beroperasi secara independen tanpa
adanya intervensi dari elit politik maupun oligarki.

4. Inseminasi Kebiasaan Tidak Meminta pada lingkungan Masyarakat
Masyarakat luas pada dasarnya harus memahami bahwa para pejabat publik
bukanlah individu yang superkaya dan perlu memahami bahwa pada saat
kegiatan seperti open house para Pejabat publik harus menjadi "pemberi",
dengan melakukan / menerapkan kebiasaan tidak meminta, para Pejabat
Publik yang menjadi diposisikan memiliki kewajiban memberi kepada
masyarakat pada kegiatan open house pada dasarnya akan terbebani dengan
biaya baru dan hal ini dapat membuka potensi untuk mencari pengembalian
dari biaya tersebut oleh para Pejabat tersebut.

D. Kesimpulan

Sebagai sebuah negara demokrasi, perjuangan Indonesia dalam memberantas korupsi
masih dihadapkan pada realitas yang ironis, tecermin dari terjeratnya enam menteri
pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam tindak pidana korupsi. Melalui
kacamata etika dan moralitas pemerintahan, kasus ini membuktikan bahwa korupsi di
tingkat elite bukanlah sekadar penyimpangan individu semata, melainkan indikator
kegagalan moralyang bersifat sistemik. Kegagalan ini diakibatkan oleh kuatnya pengaruh
budaya birokrasi yang disfungsional, loyalitas kelompok politik, serta kekuasaan
diskresioner yang tidak diawasi secara memadai.

Para pejabat yang seharusnya menjadi representasi puncak dari keteladanan publik
justru terjebak dalam relativisme etika. Melalui mekanisme pertahanan psikologis
berupa pelepasan moral (moral disengagement), para pejabat merasionalisasi
kejahatan dan menyangkal tanggung jawab mereka demi kepentingan pribadi atau
golongannya. Degradasi tata kelola ini tidak hanya mengakibatkan hilangnya esensi
komunikasi pemerintahan—di mana pejabat gagal menerapkan kebiasaan meneliti fakta
(habit search) dan bersikap adil (habit of justice)—tetapi juga meruntuhkan kredibilitas
serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
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Oleh karena itu, upaya memutus mata rantai korupsi struktural ini tidak bisa hanya
mengandalkan instrumen hukum positif. Diperlukan sebuah resolusi berbasis etika yang
komprehensif. Resolusi ini menuntut adanya transformasi budaya aparatur melalui
internalisasi Etika Kebajikan (virtue ethics), reformasi institusional untuk membatasi
diskresi politik, penegakan komunikasi publik yang transparan, serta yang tidak kalah
penting: edukasi sosio-kultural kepada masyarakat untuk menumbuhkan kebiasaan
"tidak meminta" kepada pejabat publik. Dengan menyelaraskan integritas moral
aparatur dan ekosistem masyarakat yang sehat, barulah pemerintahan dapat
mengembalikan keteladanannya dan mewujudkan pelayanan publik yang prima demi
kesejahteraan rakyat.
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